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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai pelaksanaan pemenuhan

hak kreditur terhadap nilai jaminan fidusia debitur dibawah nilai piutang dapat

diambil kesimpulan sebagai berikut:

Upaya yang dilakukan pihak PT BPR Berlian Bumi Arta selalu

mendahulukan cara kekeluargaan, antara lain: meminta jaminan lain sebagai

tambahan atau pengganti atas kekurangan pemenuhan kewajiban debitur kepada

PT BPR Berlian Bumi Arta, melakukan perikatan kredit ulang secara

administratif (rescheduling, reconditioning ataupun restructuring) dengan tetap

melakukan analisa ulang untuk mengetahui kemampuan debitur sehingga

kedepannya dapat berjalan dengan lancar sesuai rencana dalam rangka

penyelesaian kredit tanpa memberatkan debitur.

B. Saran

1) Pihak PT BPR Berlian Bumi Arta lebih baik melakukan tindakan

preventif dengan meminta jaminan benda bergerak lebih dari satu atau

jaminan tambahan pada waktu memberikan kredit dengan jaminan

benda bergerak untuk mencegah penyusutan harga barang yang akan

merugikan kreditur saat eksekusi.
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2) Penggunaan mekanisme jaminan umum sesuai Pasal 1131 KUH Perdata

merupakan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan undang-undang

pada saat jaminan khusus tidak ada atau nilainya di bawah nilai hutang,

meskipun demikian dalam pelaksanaan tetap harus memperhatikan

kepentingan kreditur konkuren yang lain.
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